SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 136 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan
efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi  kewenangan Daerah, perlu dilakukan
penyesuaian  struktur organisasi di lingkungan
pemerintah kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah
Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat I[I Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);



Menetapkan:

7.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.



10.

11.

12.

13.

14.

(1)

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah
provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Inspektorat Daerah adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau
tugas teknis tertentu.

Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi
induknya.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II
KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi
kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau sebutan
lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Inspektorat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Bupati;

penyusunan laporan hasil pengawasan,;

pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

S@o&moe

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:

Inspektorat;

Sekretariat;

Inspektur Pembantu I;

Inspektur Pembantu II;

Inspektur Pembantu III;

Inspektur Pembantu IV;

Inspektur Pembantu V;

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, terdiri atas:

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah unsur
pembantu Inspektur yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

A N



(6)

(7)

(8)

9)
(10)

(11)

(12)

Masing-masing Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Inspektur.

Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4)
adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas adalah wunsur pembantu
Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Inspektur Pembantu.

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) adalah Pengawas Pemerintahan dan Auditor.

Inspektur Pembantu membawahi wilayah kerja pembinaan dan
pengawasan pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) adalah:

a. Kabupaten;

b. Kecamatan;

c. Kelurahan; dan

d. Desa

Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

(1)

(2)

Pasal 4

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan

permukiman dan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang

diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan
permukiman dan lingkungan hidup;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan
permukiman dan lingkungan hidup;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat,
kawasan permukiman dan lingkungan hidup;

d. pelaksanaan administrasi dinas;

pembinaan UPTD Dinas; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

®



(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:

a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup;

Sekretariat;

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Bidang Tata Kota;

Bidang Tata Lingkungan;

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
UPTD Dinas; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat terdiri atas:

a. Sub Bagian Perencanaan;

b.  Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu
Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab Kepala Dinas.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

N

Bagian Ketiga
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;

d. pelaksanaan administrasi dinas;



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)
(2)

(3)

(4)

e. pembinaan UPTD Dinas; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri

atas:

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b Sekretariat;

C Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat;

d. Bidang Bina Pemerintahan Desa;

e. Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa;

f. UPTD Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, terdiri atas:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu

Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggung jawab Kepala Dinas.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah

unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIl yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
UPTD DINAS

Pasal 6

Kegiatan teknis operasional UPTD Dinas adalah melaksanakan kegiatan
teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
Kegiatan teknis penunjang UPTD Dinas adalah melaksanakan kegiatan
untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas.

Kepala UPTD Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas
dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Pengaturan tentang UPTD Dinas mengenai nomenklatur, jumlah, dan
jenis, susunan organisasi, tugas, dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan
Bupati tersendiri.



(1)
(2)

(3)

(4)
(9)
(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi
yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas perangkat daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah.
Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan
kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta
dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-
masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan
arahan selanjutnya kepada bawahan.



(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas
serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap
pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan
secara berkala.

Pasal 9

Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan ke jabatan
fungsional dapat diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan
kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian
kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Sub
Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat
yang ditunjuk.

Dalam hal terdapat kekosongan jabatan koordinator/sub koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dapat ditunjuk penggantinya
dari pejabat fungsional ahli muda atau oleh pelaksana senior pada Bidang
tersebut.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah
dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

(1)

(2)

(3)

()

BAB VIII
JABATAN

Pasal 11

Inspektur dan Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

Inspektur Pembantu pada Inspektorat, dan  Sekretaris pada
Inspektur/Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan
administrator.

Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan eselon IlIb atau jabatan
administrator.

Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi Inspektur, dan
Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
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BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dibebankan pada
APBD.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah yang diangkat sebelum
ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya
sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan
Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Ketentuan Pasal 7, Pasal
11, Pasal 19 Lampiran III, Lampiran VII, Lampiran XV Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku pada saat dilaksanakan penyesuaian dan/atau
perubahan terhadap jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati ini.

Pasal 15

Uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 16
Penyusunan program kerja Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan
mengacu pada kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja
Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, ¥, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2022

BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

H. SUKAMTA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 136



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 136 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 DESEMBER 2022

INSPEKTORAT
I
KELOMPOK SEKRETARIAT
JABATAN
FUNGSIONAL
[ 1

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN SUB BAGIAN EVALUASI ADMINISTRASI DAN

PERENCANAAN DAN PELAPORAN
UMUM
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
[ [ [ I ]
INSPEKTUR PEMBANTU I INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTUR PEMBANTU 111 INSPEKTUR PEMBANTU IV INSPEKTUR PEMBANTU V

Kelompok Jabatan
Fungsional Pengawas

Kelompok Jabatan
Fungsional Pengawas

Kelompok Jabatan
Fungsional Pengawas

Kelompok Jabatan
Fungsional Pengawas

Kelompok Jabatan
Fungsional Pengawas

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL,

, MH

NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR  : 136 TAHUN 2022

KABUPATEN TANAH LAUT
TANGGAL : 14 DESEMBER 2022

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

KELOMPOK
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
I
I | |

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM DAN

PERENCANAAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
I I I ]
BIDANG PENGENDALIAN BIDANG PENATAAN DAN
]?DIEII\?I\II{?\\;ESXI\?A I?IERAI\I/I\IURKAI;YA?\’IF BIDANG TATA KOTA BIDANG TATA LINGKUNGAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
L SEKRETARIAT DAERAH
= BUPATI TANAH LAUT,
UPTD
Ttd
ALFIRIAL, S#, MH H. SUKAMTA

PO Lot L
NIP. 19750203 199993 2 008



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 136 TAHUN 2022

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

TANGGAL : 14 DESEMBER 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG BINA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

BIDANG BINA PERENCANAAN,
KEUANGAN, ASET, EVALUASI DAN
DATA DESA

BIDANG BINA PEMERINTAHAN
DESA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

: KEPALA BAGIAN HUKUM
: SEKRETARIAT DAERAH

UPTD -

ALFIRIAL, S¥, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA



